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Yth. Ketua Pengadilan Tinggi 

        di 

          Seluruh Indonesia 

 

    

 Sehubungan dengan telah diresmikannya aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (EIS) untuk pengadilan tinggi, maka kami harapkan diakhir tahun 2023 seluruh 

pengadilan tinggi sudah melaksanakan register secara elektronik. Dengan ini kami sampaikan hal-hal yang 

wajib diketahui terkait dengan penerapan register elektronik di seluruh pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut: 

1. Pengadilan tinggi yang diijinkan untuk melaksanakan register elektronik adalah pengadilan tinggi 

yang telah mencapai nilai EIS minimal 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; 

2. Surat ijin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi akan dikeluarkan secara 

langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap nilai EIS tanpa usulan dari pengadilan tinggi; 

3. Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan register elektronik dapat 

meninggalkan register induk dan melaksanakan register elektronik secara penuh (kecuali untuk 

perkara yang pencatatannya belum ada di aplikasi SIPP). 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk 

selalu memastikan kepatuhan pengisian register elektronik pada satuan kerjanya masing-masing. 

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

  

  

  

 

 

 

  

Tembusan: 

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial; 

3. Yth. Kepala Badan Pengawasan. 
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